BUPATI SERANG
PROVING! BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 35 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA
DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA

INGTANSI PEMERINTAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Memmbang = a.
b.
C.
Mengingat I

2,

BUPATI SERANG,

hahwa Petunjuk Teknis Perjanjien Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Carz Reviu Atas Laporan Kinerja
Inastansi Pemerintah Dacrah telah ditetupkan dengan
Peraturan Bupati Serang Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Peganjan Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan ‘Tata Cara Rcoviu Atas Laporan Kinerja Instans:
Permerintah Daerah;

bahwa dalam rangka pemanfaaran teknologl berbasis
aplikasi yang bertujuan untuk pengintegrasian data dan
informas{ serta mempermudah proses penvampalan
pelaporan kinerja yang tersebar pada masing masing
perangkat daerah ¢ Kabupaten Serang, rnaka Peraturan
Bupat Serang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Teknis Ferjanjian Kingrja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Carz Reviu Atas Laporan Kinegja [nstansi Pemerintah
Daerah perlu dilakukan perubahan dan penyesbaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud hurul a dan hurawf b perlu menetapkan
Peraluran Bupati Serang tentang Perubahan Atas
Peraturan Buoati Serang Nomor 30 Tahun 2016 Tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Revin Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Daerah.

Upndang-Undang  Nomor 23 Tahun 2000  tentang
Pembentukan  Provinst  Banten  {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomer 182, Tambahan
Lembaran Negura Republik Indonesia Nomor 407100

Undang-Undang Nomor 17 Tabun 20035 tentang
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republhk Indoncsia
Tabhun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Nomor 4286);

3 Undang.....iooin e



W

.D.

Undang-Undang Nemor | Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan DNegara [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Numor 4353}

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia MNomor 5584) sebagmmana
telah diubah beberupa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undanp-Undang WNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daeraht  {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerifitahan {Lembaran Negara Republix
Indoresia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomor 5601}

Peraturan  Menteri Negara Pendayagunaar Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pctunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kingrja Instansy Pemerintah (Berita
Negara Republik Indaenesia Tahun 2014 Nomor 1842);

Peraturan Dacrah Ksbupaten Serang Nemor 15 Tahun
2006 tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan  Keuangan
Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten
Serang Tahun 2006 Nomor 736);

Peraturan Daersh Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun
2016 temtang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Kabupaten Serang {Lembaran Daerah Kabupaten Serang
Tahun 2016 Nomor 05, TambahanLembaran [Daerah
Kabupaten Serang Nomor 38),

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemenntah Yang
Menjadi Kewenangan Daerzh {Lembaran Daerah
Kabupaten Secrang Tahun 2016 Nomeor 10, Tambahan
Lembaran Dacrah Kabupaten Serang Nomor 43

10.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan  Perangkat
Dacrah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten
Serang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Serang Nomor 44,

MEMUTUSEAN. ... e



C. FORMAT FORMULIR RENCANA KINERJA TANUNANPEMERINTAH
DAERAH

Kabupaten : (a}
Tahun (b}

Sasaran Straregis ~ Indikator Kinerja | Target

(1) () (3]

Petunjuk Pengisian @

. Header [a) diisi nama Pemerintah Kabupaten Serang;

2. Header (&) dist dengan tahun anggaran;

3. Kolom (i) diisi dengan sasaran siralegis Pemerintah Kab, Serang
sesual dengan doekumen RPJMD;

4, Kolom (2] dusi dengan indikator kinerja atas sasaran strategis darl
Pemerintah Kab. Serang sesuai kolom (1);

5. Kolom (3} diisi dengan angksa target dari masing-masing mdikator

kinerja sasaran stratepis.



=&

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI 3ERANG TENTANG PERUBAHAN ATAG
PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 35 TAHUN 2016
TENTARG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA,
PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraluran Bupati Serang Nomor 35 Tahun 2016
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kmerfa dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah diubah sebagas

berikut :

1. Kectentuan Pesal | ditarnbah angka 13, sehingga Pasal 1 berbunyi sehbagal
berikut :

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraluran Bupati ind yang dimaksud dengan:
1, Daerah adalah Kabupaten Scrang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
menurut asas otonomi dan nigas pembantuan  dengan  prinsip
otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia schagaitnana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3 Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah,

4.  Bupali adalah Bupati Scrang.

Peraturan Bupat! adalsh Peraturan Bupati Serang.

4]

6. Inspektorat adalah Inspckiorat Kabupalen Scrangsebagar unsur
Pengawasan Intern Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab
langsung kepada Bupatl.

7. Derangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupat: dan bDewan
Peryvakilan Rakyat Daerab dalam  Penyelenggaraan Urusan
Pernerintahan yang menjadt kewenangan Daerah.

8 Perjanjian Kinerja adalah siaru pernyatazn kinerja/ kesepakatan
kinerja/ perjanjian kinerja antara Bupati dengan Kepala Perangkat
[Davrah.



10.

11.

12,

13.

-4

Laporan Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu  instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapal wjuan-
tupuan dan  sasaran-sasaran yang telah  ditctapkan melalui  alat
pertanggungjawaban secars periodik.

Reviu adalah penclaahan alas laporan kinerja untuk mermastikan
bahwa laporan kinerja relah menyajikan informasi kinerja yang andal,
akurat dan berkualitas,

Pelaporan reviu adalah merupakan perlanggungjawaban pelaksanaan
Teviu yang intinyda mengungkapkan prosedur reviu yang dilakukan,
kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang
disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan dan saran
perbaikan yang tidak ataus belum dilaksanakan, laporan tersebut
merupakan dasar penyusunan pernystaan lelah direvia.

Anggaran Pendapatan dun Belanja Dacrah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana kewvangan tahunan Daerah yang ditelapkan
dengan Perda

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanfutnya
disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas,
alat dan Prosedur yang dirapcang wuntuk Mjuan penetapan dan
pengUlkuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran
dan pclaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja inslansi pemenntah,

Ketentuan Pasal 9 diubah schingga berbunyl sebagai berikut -

(4

)

()

(5]

Bagian Kesaftu
Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Pagal 9

Pemerintah Daerah seliup awal lahun wajib menyusun Laporan
Kiner ja Pemenntah Daerah tahun sebelumnya.

Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bahan data dan informasi diambil dan SAKIP.

Format Laporan linerja Pemerintah Dacrah sebagaimana dimaksud
pada ayat {1}, tercantum dalam Lampiran hurul G, yang merupakan

bagian tidak terpisabkan dar Peraturan Bupati 1ni.

Format Laporan Kinerja Pemerintahl Dacvtah sebagaimana dimakstd
pada ayat (1) dilengkapir dengan lampirarn !

4. Perjanjian Kinerja; dan
b, Lamn-lain yang dianggap perlu,

Bupatl membentuk um evaluast SAKIP dan Tirm Pensusun Laporan
Kinerja Pemcriniah Daerah.

B Tugas....coovanaen



(6)

(7]

(8l

(=)

-5-

Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yallu mengevaluasi, merekap,
mengolah, menyusun dan membahos Laporan Kinerja Laporan
Kinerja Pemerintah Daerah.

Laporan  Kinerja Pemerintah Daerah  yang  telah  dilakukan
pembahasan, selanjutya disampaikan ke Inspekloral untuk direviu
paling lambat minggn pertama & bulan Maret.

Bupati menandatangan? Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang
telah direviu cleh Inspektorat.

Laporan Kinerja Pemerintah Daersh sebagaimana dimaksud pada
ayat {7) disampaikan kepada Presiden melalll Menter]
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling
lam bat minggu keempat bulan Maret

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi scbagai bertkut :

(1)

(3

]

(3]

Bagian Kedua
Laporan Kinerja Perangkat Daerah
Pasal 10

Perangkat Daerah sctiap awal ilohun wajib menyusun Laporan
Kinerja Pemerintah Daerah tahun sebelumnya.

Sebelum perangkat dasrah menyusun Laporan Kinerja seb.agaimana
dimaksud pada aysl (1) terlebih dahuhu melakukan input data
laporan kinerja ke dalam SAKIP setiap triwulan.

Format Laporan Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada avat (1), tercantum dalam Lampiran huruf G, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan darl Peraturan Bupatl Ink

Format Laperan Kinerja Persngkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran :

a. Perjangan Kinerim; dan
b. Lain-lain yang dianggap perlu.

Laporan Kinerja Perangkal Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Bupati melakn Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Serang sebagai bahan penyusunan
Laporan Kinerja Pemerintah Daerah paling lambat minggu keempat
bulan Januari.

Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 {saiu) Pasal baru yailu Pasal
10A, sehingga berbunyl sebageal berilcut:

Pagal 104

Standar Operasional Prosedur Penyampaian laporan kinerja sebagaunana
dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 tercantum dalam lampiran huruf
G.] yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati iri.

Pazal ...o...ooe...
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LAMPIRAN:

PERATURAN BUPAT! SERANG

NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 35
TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA,
PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS  LAPORAN
KINERJAINSTANSI PEMERINTAH.

A FORMAT PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
-logo Pemda-

FERJAN.HAN KINERJA TAHUN ............
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG

Dalam rangka mewujudkan mangajemen pemerintahan yang efeltif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada bhasil, yang bertanda tangan di bawsah

n:

Nama
Jabatan

berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang scharusnya sesual lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai larget kinerja jangka menengah sepert

yang telah ditetapkan dalam dokumen perencansan.

Keberhasilan dan  kegagalan pencapaian targel kincrja tersebut  menjadi

ranggung jawab kami.

Sl puanEEpERL AR S

Bupati Serang

......................................



B. FORMAT FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN.. ...

PEMERINTAH DAERAN RABUPATEN SERANG

No. | Sasaran Strategis Indikator Target i
Kinerja
(1 e ) )
|
Program Anggaran
1... = Rpanisiain ananmianamiing
R T L T S e | 2= T

Bupati Serang

Penjelassan pengisian terhadap lampiran di alas adalah sebagal berikut |

1.

2.
3.

Fada kolom (1} disi nomor unat;

Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis pemdaj

Puda kolom [3) dilsf dengan ndikator kinerja utama ran indikator
kinerja lain dari pemda yang relevan dengan sasaran atau k ondisi
yvang ingin diwundkan;

Pada kolom (4 diisi dengsn targer kinerju yang askan dicapal atau
scharusnya dicapai oleh pcrnda;

Pada kolom Program diisi dengan nama program pemda yang teikait
dengan sasaran yang akan dicapai;

Pada kelom Anggaran disi dengan  besaran  anggaran  yang

dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan.



D. FORMAT PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ....cocoieiia
PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudk:in manajemen pemerintahan yang ef =ktif, transparan
dan akuntabel serta berprientas! pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah inu

Nama

Jabatan

Selanjutnya disvbur PIHAK PERTAMA

Nama

Ja batan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharasnya
sesual lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapal target kinerja jangka
menengah  seperti yang telah  ditetapkan dalam dokumen percncanasil.
Keberhasilan dan kegagalan pencuapaian target kinerja terscbut menjadi

langgung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta  akan

melalkiukan evaluasi terhadap capaian kinerja darl perjanjian  im dan

menpgambil tindakan yang diperlukan.

................ Frow mmndm BEE

PIHAK KEDUA FIHAK PERTAMA

BUPATI SERANG,  eeiiscssssiissiinsesssiisies



E FORMAT FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ...
PERANGKAT DAERAH

[ No. | Sasaran Strategs 1 Indikator Target
Kinerila |
- (2 3 ' 4
'_ o
| i
Program Anggaran Keterangan
| A BB sais sisprenvusian pomgaisras
2 e aie = = g i s R, -rrros - tddiiesaaidara = =anas
BUFAT] SERANG, Kepala Peranghkal Dacrah

---------------------------------------------------------------

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berillcurt :

L.
2,

L

Pada kolom (1} diisi nomor urut;

Pada kolom (2) diisI dengan sasaran sirategis Perangkat Daerah
sesual Renstra atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada
tahun yang bersangkutan;

Pada kolom (3 dilel dengan indikator kinerja utama dan indikator
kinerja lain darl Perangkal Daerah yang relevan dengan sasaran alall
kondisi yang ingin dwujudkan;

Pada kolom [4) diisi dengan targel kinerja yang akan dicapai atau
seharusnya dicapai oleh Perangkal Daerah pada tahun tersebut

Pada kolom Program difsi dengan numa pfogram yang terkait dengan
sasaran stratogis;

Pada kolom Anggaran diisi  dengan  jumlah  anggaran  ¥Yang
dialokasikan pada program terseburt;

Pada Lkolom Keterangan diisi dengan kelerangan tambahan yang
penting, misalnya proporst sumber dana {APBD, APBN Dekonsentrasi

atau Tugas Pembantuan) dan hal penting lamnya.



F  FORMAT FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN PERANGKAT DAERAH

Perangkal Daerah : (a)
Tahun “{b)
Sasaran Strategls Indikator Kinerja Target

1} | (2 )

Petunjuk Pengisian

1. Header () dilsi nama Perangkat Dacrah;

2. Header (b} diisi dengan tahun anggaran

2. Kolom (1) diisi dengen sasaran sirarcgis Perangkat Daeruh sesual
dengan dokumen Renstra Perangkat Daeral;

4. Kolom () diisi dengan indikator kinerja atas sasaran strategis dan
Perangkat Daerah sesual kolom L)

5. Kolom (3) diisi dengan angka target dari masing-masing indikator

kinerja sasaran siratcgis.

---------------- grrd an smn R RS

Kepala Perangkat Dacrah

------------------------------------



C. FORMAT LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT

DAERAH

BAB [ PENDAHULUAN
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penckanan

kepads aspek strategls organisasi serta permasalahan utama fstrategrc

issued) vang sedung dibadapi organisasi.
BaR I PERENCANAAN KINERJA

Pada

bab i diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanpan kierjna tahun yang

bersangkutan.
BAE I AKUNTADILITAS KINERJA

A. Capaian Kinérja Orgamsasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kincrja sasaran strategis organisasi gsesuai  dengan hasil

pengukuran Kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kincrja sasararn

strategls lerschut dilakukan analisis capaian Kinerja sebagai berikut :

L

Membandingkan antara targel dan realisasi Kinerja lahun ing

9. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun
i dengan tehun lalu dan beberapa labun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun mi dengz i
jangka menengah yang terdapat dalam dokumeny  perencanaar
strategls organisasi

4, Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan siandar nasional
(fka adal;

2. Analisis penyebab keberhasilan; kegagalan atei

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah

dilakukan;

A Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Analisis program/kegiatan vang menumang kcherhasilan  atau

kegagalen pencapaian pernyataan kinerja,

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab i diuraikan realisasi anggaran yvang digunakan dan yang

telah dipunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesual dengan

gokumen Perjanjian Kinerja.
BAB [V PENUTUP

Pada bab ni diuraikan simpulan umum afas capaian kinerja organisasi

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasl untuk

meningkatkan Kinerjanya.

LAMPIRAN:

1. Penanjian Kinerja,

2. Lain-lain yang dianggap perlu.
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H. FORMAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH [LKIF) KABUPATEN SERANCG

BPERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIF}
KABUPATEN SERANGTAHUN ANGGARAN........

Karmi telsh mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  Kabupaten
Serang UMK tahun AnNEEaran........... sesual Pedoman Reviu atas
Laporan Kinerja. Substansi informas: yarg dimuat dalam Laporan Kinerja

menjadi tanggung jawab manajemen pemerintah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kineria

telah disajikan secara akural, andal dan valid

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang
menimbulkan perbedaan dalem  meyakini  keandalan informasi  yang

disajikan di dalam laporan kinerja ini.

...................................................

[Dspelktur

N amasa

NIP



FORMULIE VERIFIKASI REVIU LAPURAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LKIF) KABUPATEN SERANG

Checlt List RBeviu

No, | Pernyaraan Check List

| | Format l. Laporan Kincrja (LKt telah
menampilkan data penting 1P

2. 1Kj telah menyajkan informasi
target kinerja

3 LKj telsh menyajikan capaian
kinerja IP yang mcmadai

4. Telah menyajlkan dengan lampiran
yeg mendukung informasi  pada
badan laporan

5. Telah menyajikan upaya perbaikan
ke depan

6 Telah menyajkan  akuntablitas
keuvangan

I | Mekanisme 1. LKIP disusun oleh urmil kerja yang

penyusunarn memiliki Lagas fungs: untuk itu

2. Informasi yang disampaikan dalam
LKj tetah didukung dengan data
yang memadai

3. Telah terdapat mekanisme
penyampalian data dan infonnas:
dari unit kerja ke unit penyusun
K]

4. Telah ditetapkan PENANEEUNE
jawab pengumpulan dala finformasi
di setiap unit kerja

5 Dalafintormas: kinerja VA ThE
disampaikan dalam LKj tefah
dlyakini keandalarmya

6. Analisis/ penjelasan  dalam K]
telaly  diketahui oleh unit kerja
lerkait

7. X P hukan merupakan gabungan
partisiprs darl dibawahnya.

[l | Substanst 1. Tujuan/sasaran dalam 1Kj telah
sesual  dengan  uuan/sasaran
dalam perjanjizn kinerja

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah
selaras dengan rencana stralegis

3 Jika butir 1 dan 2 Jjawabannys
tidale, maka terdapat penjelasan
vang memadai

4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah
sesuaj  dengan  tujlan/ sasaran
dalarm ndikator Kinerja

5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah
sesuaj dengan  tujusn/sasaran
dalam Indikator Kinerja Utama

6 Jika butir 4 dan S jawabannya

tidak, maka terdapat penjelasan
yang memadai




| 7. Telah terdapat perbandingan data B
kinerja dengan tahitn lulu, stundar
naswona: e sebagawnya ang
bermianla at

8. KU dan IK telah cukup mengukur
tu)uan/sasaran

9 Jka “ticlak” teluh vt
penjelasan yang memaeacdat

10, KU ¢dan I telah SMART

BUPATI! SERANG,

RATU TATU CHASANAH
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